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BAB V 

PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan yang telah dijabarkan dalam BAB-BAB sebelumnya, dimana 

telah dijelaskan bahwa pelaksanaan proses diversi terhadap Anak wajib dilakukan 

oleh Penyidik dan Penuntut Umum karena perlu diketahui bahwa dalam Pasal 7 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

menjelaskan bahwa setiap tahapan dari Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di 

Pengadilan Negeri wajib melaksanakan diversi. Hal ini menjadi wajib karena telah 

diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Jika Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, 

Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 

ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dapat dikenai sanksi 

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu dilihat 

lagi bahwa Sanksi Adminstratif seperti apa yang dapat diterapkan dan siapa yang 

dapat menjatuhkan mereka sanksi tersebut. Berbeda halnya dalam Pasal 96 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jika Penyidik, 

Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah). Dalam hal telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang 

mana berarti para aparat hukum yang sesuai dengan tingkatannya wajib melakukan 

proses diversi terhadap Anak sesuai dengan syarat-syarat diversi.  

 

Berdasarkan Kasus Asrul bin Irwan diketahui bahwa Dalam tingkat 

penyidikan, para penyidik masih belum dapat bertindak sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan, dengan kerjasama dari Balai Pemasyarakatan untuk 

mengeluarkan surat rekomendasi proses diversi seharusnya penyidik yang telah 

diberikan tugas untuk bekerjasama dengan Balai Pemasyarakatan dapat menjalankan 

tugas itu agar proses diversi.  Dalam tingkat penuntutan juga masih terkendala 

terutama kepada Penuntut Umum yang tidak melaksanakan proses diversi padahal 
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sudah ada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan melalui 

Pembimbing Kemasyarakatan. Pada tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Negeri, 

diketahui berdasarkan Penetapan oleh Hakim, bahwa faktanya memang tidak 

dilakukan proses diversi dan tidak diusahakan adanya diversi oleh Penyidik dan 

Penuntut Umum. Penetapan Diversi oleh Hakim ini didasari dari permohonan 

keluarga pelaku anak untuk memberlakukan diversi. Perlu diketahui bahwa proses 

diversi dapat dikesampingkan jika tidak memenuhi syarat-syarat diversi terutama 

bagi korban dan keluarga korban yang tidak mau melakukan proses diversi. Faktanya 

diketahui bahwa para Penyidik dan Penuntut Umum yang tidak mengusahakan 

korban dan keluarga korban untuk hadir dalam musyawarah prorses diversi. 

Selanjutnya jika proses diversi tidak memenuhi syarat-syarat seharusnya tetap 

diupayakan oleh para aparat di setiap tingkatan karena tidak ada aturan yang 

mengesampingkan proses diversi. Penyidik dan Penuntut Umum yang melakukan 

Penahanan terhadap Asrul bin Irwan juga tidak sah karena ada dua syarat dalam 

melakukan Penahanan sedangkan Asrul bin Irwan hanya memenuhi salah satu syarat 

Penahanan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak.  Hanya di tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri proses diversi 

dilakukan dan diusahakan oleh Hakim melalui Penetapan dan Putusannya. Dari 

kesimpulan tersebut dapat dilihat bahwa kinerja dari para aparat hukum terutama 

pada tingkat Penyidikan dan Penuntutan harus ditingkatkan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan BAB-BAB sebelumnya dan setelah 

ditari kesimpulan, maka Penulis akan memaparkan saran-saran yang dapat diberikan 

yaitu, sebagai berikut: 

1. Aparat negara yang berwenang dalam proses diversi di tingkat 

Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan seharusnya 

mempelajari mengenai hak-hak Anak sebagai pelaku yang 

berhadapan dengan hukum sehingga dapat memberikan 

perlindungan yang maksimal bagi Anak yang berhadapan 

dengan hukum. Maksud dari mempelajari kembali adalah 

dengan para aparat mengikuti program sosialisasi mengenai 

bagaimana proses diversi itu selanjutnya para aparat 
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mengikuti pelatihan atau bimbingan penyelesaian perkara 

pidana Anak khususnya diversi yang diselenggarakan instansi 

yang terkait tingkatnya. Tidak hanya itu seharusnya pada 

setiap tingkatan juga mempunyai divisi yang mengurus 

“diversi” untuk Anak, agar divisi tersebut berfokus dan lebih 

professional dalam menyelesaikan proses diversi untuk Anak.  

2.  Perlu diketahui bahwa Peraturan Perundang-undangan 

memang telah mengatur seluruhnya mengenai diversi tetapi 

masih digabungkan dengan Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Surat Edaran Kepolisian Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam 

Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 

Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

1691 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan 

Keadilan Restoratif. Seharusnya untuk proses diversi yang 

berarti khusus mengatur mengenai proses diversi untuk Anak 

dibuatkan Peraturan tersendiri pada setiap tingkatan agar 

dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Perlu diketahui 

juga bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan sudah 

cukup dapat menjelaskan bagaimana proses diversi untuk 

Anak. Hal yang salah dari proses diversi adalah sistem 

peradilan acara untuk Anak. Sistem peradilan acara untuk 

Anak ini yang harus diperbaiki. Caranya adalah dengan 

melatih setiap tingkatan dalam divisi yang dimaksud dalam 

point 1 sebagaimana dimaksud adalah divisi tersebut telah 

dibuat dengan lalu dalam divisi tersebut melakukan pelatihan-

pelatihan yang berkaitan dengan proses diversi untuk Anak. 

3. Dari keseluruhan penjelasan dari BAB-BAB sebelumnya 

dtermasuk kesimpulan dapat penulis lihat bahwa para aparat 

negara khususnya Penyidik dan Penuntut Umum belum 

memenuhi aturan sehingga para aparat negara harus 

mematuhi aturan yang ada di dalam Undang-Undang dan juga 
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peraturan yang ada di bawahnya, agar memberikan contoh 

kepada masyarakat. Jika para aparat negara memberikan 

contoh yang baik untuk masyarakat maka pada akhirnya 

masyarakat juga dapat mematuhi aturan-aturan yang ada di 

Indonesia. Selain itu, jika para pihak yang bermasalah yaitu 

Korban/Keluarga Korban maupun Pelaku/Keluarga Pelaku 

telah mengetahui adanya aturan yang tidak dijalankan atau 

tidak dipenuhi maka para pihak tersebut seharusnya 

melaporkan kepada aparat negara yang berwenang. Dengan 

adanya peran para pihak atau masyarakat ini dapat 

memberikan ketentraman di lingkungan masyarakat. 
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